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 Kesadaran hukum nampaknya menjadi salah satu kriteria suatu negara dapat 

dikatakan sebagai negara yang aman dan sejahtera didalam kehidupan 

bermasyarakat. Dikarenakan apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki 

kesadaran hukum yang tinggi maka masyarakat tersebut mengetahui mana perbuatan 

yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di lingkungan Jalan 

Bromo RT.22 Rawa Makmur dan mencari solusi dan cara meningkatkan kesadaran 

hukum warga yang masih lemah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan seputar perkembangan hukum dilingkungan 

sekitar dan akan dijawab oleh narasumber dengan melihat kondisi masyarakat sekitar 

lingkungan Jalan Bromo. Penulis menggunakan peraturan pemerintah dalam 

mengenakan helm pada saat berkendara di jalan raya sebagai patokan penilaian 

tingkat kesadaran hukum masyarakat di lingkungan tersebut. Dan hasil yang didapat 

bahwa sebagain besar warga telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hanya 

sebagaian warga yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran hukum sangat penting untuk dimiliki setiap warga 

agar terciptanya lingkungan yang adil dan tentram. 
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 Can the Bromo Community Implement the Rule of Law in Samarinda City? Legal 

awareness seems to be one of the criteria for a country to be said to be a safe, and 

prosperous country in social life. Because if people in a country have high legal 

awareness, then the community knows which actions are good and which are bad . 

The purpose of this research is to determine the level of legal awareness of the 

community in the area of Jalan Bromo RT.22 Rawa Makmur and to find solutions 

and ways to increase legal awareness of citizens who are still weak. This study uses 

a qualitative research method by conducting direct interviews with informants by 

providing several questions about legal developments in the surrounding 

environment and will be answered by the informants by looking at the condition of 

the community around the Bromo Street environment. The author uses government 

regulations in wearing a helmet when driving on the highway as a benchmark for 

assessing the level of legal awareness of the community in the environment. And the 

results obtained are that most of the citizens have high legal awareness, only some 

of them still have low legal awareness. It can be concluded that legal awareness is 

very important for every citizen to create a just and peaceful environment. 
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Pendahuluan 

Negara Indonesia selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan sebuah negara hukum. 

Dimana hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur aktivitas-aktivitas masyarakat atau warga 

negara Indonesia agar terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tentram tanpa 

adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dapat menyebaban kerugian bagi diri orang yang 

melanggar maupun masyarakat sekitar yang terkena dampaknya (Suryaningsi et al. 2021). 

Oleh karena itu kesadaran hukum sangat diperlukan bagi setiap masyarakat Indonesia agar 

dalam setiap tindakan yang mereka lakukan mereka akan selalu ingat bahwa setiap perbuatan-perbuatan 

yang mereka lakukan akan dilihat hukum sebagai perbuatan yang melanggar atau tidak. Jika tertangkap 

melanggar suatu peraturan maka individu yang melakukan pelanggaran wajib dikenakan sanksi 

bertujuan agar individu tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama lain dan melihat seberapa efektif 

hukum tersebut dalam membuat masyarakat jera jika melanggar suatu peraturan. 

Menurut (Suryaningsi and Tharuna 2020) Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau respon 

seorang individu atau kelompok dalam memandang hukum atau aturan-aturan yang berlaku 

disekitarnya. Dapat kita simpulkan bahwa jika seorang tersebut memiliki ketaatan hukum yang tinggi 

maka individu tersebut memiliki kesadaran hukum yang tinggi pula dan begitu pula sebaliknya jika 

seorang individu terus melakukan pelanggaran hukum maka dapat disimpulkan bahwa individu tersebut 

memiliki kesadaran hukum yang rendah sehingga ia terus-menerus melakukan pelanggaran yang dapat 

merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain dapat merasakan dampak dari pelanggaran yang individu 

tersebut lakukan (Ragil and Suryaningsi 2021). Dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sangat 

diperlukan untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. 

Kesadaran hukum dapat dibangun dalam diri seseorang sejak masih dini. Yang pertama ia dapat 

mempelajari kesadaran hukum ditingkat awal di dalam lingkungan keluarganya seperti melaksanakan 

tata tertib yang telah orang tua dari anak tersebut buat dengan demikian anak tersebut memiliki 

pegangan awal untuk melangkah menuju dunia yang lebih luas (Yulia Erika 2021). 

Yang kedua, kesadaran hukum dapat ditumbuhkan di lingkungan sekolah, yang memiliki 

aturan-aturan dan tata tertib jauh berbeda dengan di rumah. Di sekolah seorang anak juga mendapatkan 

pengetahuan mengenai hukum dan kesadaran hukum dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dan dapat mengikuti seminar-seminar yang membahas mengenai hukum 

(Suryaningsi and Venna 2021). 

Yang ketiga, di dalam lingkungan masyarakat dimana hukum berlaku dimana-mana setiap 

individu tersebut melangkahkan kakinya. Ia akan dapat menerapkan ilmu yang telah individu tersebut 

dapatkan di lingkungan keluarga dan sekolah agar ia dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran yang 

tidak perlu dikarenakan individu tersebut telah memiliki bekal mengenai hukum sehingga individu 

tersebut memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Gultom, 2016). 

Namun tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dapat kita 

lihat setiap hari di dalam berita di televise, internet, koran, dan media massa lainnya masih banyak 

masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan tujuan yang berbeda-beda. Apalagi dalam 

masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tuntutan hidup masyarakat semakin hari semakin banyak 

dan berbanding terbalik dengan proses pemenuhan tuntutan hidup tersebut yang semakin sulit dipenuhi 

karena kondisi negara sekarang yang sedang dalam keadaan rawan Covid-19 (Gultom, 2023). 

Dengan pemahaman kesadaran hukum yang rendah inilah seseorang dapat melakukan 

pelanggaran hukum yang seharusnya tidak ia lakukan. Namun ada juga seseorang yang secara sadar 

melakukan sebuah pelanggaran namun ia bersikap acuh dan tak acuh dan terus melakukan pelanggaran 

tersebut yang dapat merugikan kehidupan masyarakat disekitarnya. 

Contoh pelanggaran hukum dari individu yang memiliki kesadaran hukum yang rendah adalah 

dapat kita dilihat dalam ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas yang paling mudah kita amati. Banyak 

sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Indonesia dalam berlalu lintas seperti : 
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tidak memakai helm, siswa SMP-SMA yang mengendarai sepeda motor walau umur mereka belum 

mencukupi dan tidak memiliki SIM. 

Namun yang paling meresahkan masyarakat sekarang adalah banyak aksi ibu-ibu yang dalam 

mengendarai kendaraannya seperti ratu di jalan raya. Mereka tidak menghiraukan pengendara-

pengendara lain dan dengan santai nya melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, 

menelpon seseorang saat berkendara, dan yang paling sering adalah ketika mereka hendak berbelok 

mereka tidak menggunakan lampu sen (lampu berbelok) yang dapat membahayakan nyawa mereka 

sendiri dan pengendara yang salah mengira bahwa ibu-ibu tersebut hendak berbelok. Kejadian tersebut 

jika terus dibiarkan maka akan menelan banyak korban jiwa, kita semua tahu bahwa seorang ibu 

merupakan sosok yang sibuk namun seharusnya karena itulah ia harus menaati peraturan tersebut 

dikarenakan anak-anak dari seorang ibu pasti menunggu kepulangan ibu mereka. 

Dapat kita simpulkan dari contoh diatas yaitu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan 

dilakukan oleh ibu-ibu ketika berkendara di jalan raya tersebut bahwa kesadaran hukum masyarakat 

Indonesia masih rendah. Kesadaran Hukum memiliki peranan yang penting untuk menjaga setiap 

masyarakat agar tetap melakukan aktivitasnya dengan hati-hati dan selalu menaati peraturan agar 

terhindar dari marabahaya yang dapat merugikan diri individu yang melanggar itu sendiri dan orang 

lain yang merasakan dampaknya. 

Oleh karena itu, berdasarkan literature-literature yang telah disimpulkan diatas masih memiliki 

kekurangan dan sedikit dalam membahas mengenai kesadaran hukum yang seharusnya menjadi faktor 

penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemberdayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, 

penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat di 

lingkungan Jalan Bromo RT.22 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kegiatan 

wawancara secara langsung kepada narasumber dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan seputar perkembangan hukum di masyarakat sekarang di lingkungan sekitar wilayah 

Jalan Bromo RT. 22 Rawa Makmur. Penulis menggunakan peraturan pemerintah dalam mengenakan 

helm pada saat berkendara di jalan raya sebagai patokan penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat 

sekitar. Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan melakukan 

wawancara sebagai media untuk mendapat informasi dari narasumber yang jawaban dari narasumber 

menekankan pada pengalaman yang dialami oleh narasumber sendiri pada aktivitasnya dan 

memberikan pendapat atau menafsirkan suatu hal tertentu secara nyata yang terjadi di lingkungannya 

tersebut. 

Hasil dan pembahasan 

Narasumber pertama adalah Bapak Agus Winaryo, S.Pd merupakan Ketua Rukun Tetangga di 

lingkungan Jalan Bromo yang telah menjabat sebagai Ketua RT selama 3 tahun dan beliau juga 

merupakan seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 005 Palaran. Narasumber kedua adalah Muhammad 

Aji Pangestu merupakan seorang Mahasiswa semester 5 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer 

Politeknik Negeri Samarinda. Narasumber ketiga adalah Muhammad Zia Rantisi merupakan seorang 

Mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. 

Mengapa masih banyak orang yang tidak menaati peraturan/hukum? Karena masih banyak 

sekali orang yang kurang akan kesadaran dirinya terhadap hukum-hukum yang sudah ada di lingkungan 

sekitarnya (Narasumber 3). Karena masih kurangnya edukasi masyarakat mengenai hukum, salah 

satunya itu mengenai edukasi betapa pentingnya hukum. Dan yang kedua dikarenakan pribadi dari 

orang itu sendiri yang ingin melanggar hukum (Narasumber 2) 
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Tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak melakukan 

pelanggaran hukum? Pemerintah hendaknya tidak melakukan tindakan yang persuasif terutama kepada 

masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Dan tidak melakukan tindakan-

tindakan yang tidak ada dalam prosedur mereka dalam menangani masyarakat (Narasumber 2). 

Sebaiknya peraturan yang sudah ada dijalankan dengan benar dan lebih diberatkan lagi hukumannya 

agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran hukum, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi 

(Narasumber 3). 

Menurut anda apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan kondisi negara 

Indonesia? Menurut saya sudah sesuai dengan yang ada di negara ini, hanya saja prakteknya yang masih 

belum memadai, sebenarnya hukum di Indonesia bisa saja dibuat sesuai dengan kasus pelanggarannya 

seperti apabila seseorang membunuh orang lain maka hukuman mati cocok dengan apa yang ia lakukan 

sebelumnya, namun dikarenakan adanya Hak Asasi Manusia pada setiap diri seseorang yang membuat 

hukum di Indonesia dianggap sebelah mata ditambah adanya oknum-oknum yang menyepelekan 

hukum di Indonesia yang membuat hukum menjadi berat sebelah. Mungkin hal-hal tersebut perlu dikaji 

kembali (Narasumber 1) 

Sesuai hanya saja sebaiknya dari pihak pemerintah melihat kembali apakah hukum yang 

berlaku di Indonesia tersebut sudah layak dalam membuat masyarakat jera atau tidak, dan apakah 

hukum tersebut memiliki keefektivitasan yang tinggi (Narasumber 2) 

Sanksi apa yang sesuai bagi seseorang yang melanggar suatu hukum? Untuk sanksi atau 

hukuman dapat dilihat tergantung dengan apa yang orang tersebut langgar jika yang dilanggar memang 

termasuk berat tentu saja hukuman yang akan diterima orang tersebut juga berat (Narasumber 3) 

Sanksi yang diberikan harus sesuai dan melihat dari kostum atau tindakan yang dilakukan oleh 

seorang pelanggar tersebut. Jadi sanksi yang diberikan tidaklah sembarangan atau asal memberi sanksi 

namun disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan pelanggar hukum (Narasumber 2) 

Pembahasan. Konsep Kesadaran Hukum. Kesadaran Hukum Masyarakat Negara merupakan 

relitas sosial subjektif masyarakat mengenai hukum di Indonesia. Sebagai pendamping hukum yang tak 

terelakkan, kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang amat penting 

sebagai alat yang dapat mengatur hubungan masyarakat yang memiliki kehendak dan kesadaran mereka 

dalam hukum (Isnawan 2021). Hukum sebagai produk yang tercipta atas proses pembentukkannya (law 

making) tidak terlepas dari manusia dan berhubungan dengan aktivitas sadar manusia di dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan dalam penerapannya pun hukum juga bergantung kepada manusia di dalam 

beraktivitas apakah mereka sadar atau tidak dengan keberadaan hukum tersebut (A. A. 2020).  

Kesadaran Hukum merupakan pengungkapan sikap dari masyarakat mengenai hukum dan 

fenomena-fenomena hukum yang tercipta akibat pencampuran antara gagasan-gagasan dan perasaan-

perasaan terhadap hukum oleh suatu kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari(Batubara and 

Arifin 2020). Seringkali kesadaran hukum dapat tumbuh di dalam diri seorang individu atau suatu 

kelompok akibat pandangan moral dari individu atau kelompok tersebut, sehingga seringkali tidak ada 

bentuk yang “murni” dan saling berhubungan dengan bentuk kesadaran-kesadaran lain (Red’ko 2021). 

Selain itu kesadaran hukum juga memiliki konsep, baik itu bersifat individu atau kolektif yaitu 

ideologi hukum yang merupakan penafsiran dari komponen-komponen hukum yang rasional (Sergeeva 

et al. 2019). Dalam ilmu psikologi hukum konsep ini dapat dibedakan ke dalam unsur-unsur struktural 

emosional dan sensual. Karena itu kesadaran hukum sebagai sebuah fenomena yang terstruktur yang 

sempurna dimasukkan ke dalam Pendidikan Hukum. Tujuan hal tersebut supaya masyarakat memiliki 

keterampilan yang diperlukan praktik secara nyata dari pengetahuan teoritis yang telah ia 

dapatkan.(Noss, Bulygina, and Kabanova 2019).  

Kesadaran hukum tidak memiliki struktur sehingga di dalam kehidupan nyata dalam kehidupan 

masyarakat kesadaran hukum dapat mewujudkan dirinya secara utuh(Varakuta 2021). Dalam 

kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan, Kesadaran hukum hanya memiliki peran dan 



   

 

 

245 
 

 

De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3 (7) 2023  Hal 241 - 248 

Dapatkah Masyarakat  Bromo Mengimplementasikan Aturan Hukum di Kota Samarinda? 

Fahrizal Muhammad Rifani 1 
 

 

 

https://journal.actual-insight.com/index.php/decive DOI : 

bagian di dalam bentuk pemahamannya saja karena sebagai akibat dari terisolasinya unsur-unsur 

struktural yang berada dalam kesadaran hukum (Drozdova et al. 2019). 

Terdapat 3 tingkatan dalam kesadaran hukum(Gaivoronskaya and Karimova 2021). Kesadaran 

hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai tingkatan pertama. Tingkatan ini secara khusus hanya 

untuk strata yang luas dari suatu bentuk kelompok masyarakat tertentu. Tergantung pada kondisi dalam 

menciptakan kehidupan sosial, makna umum dari budaya hukum, dan ketenangan sosial (Timoera et al. 

2021). Setelah itu ada kesadaran hukum professional sebagai tingkatan kedua yang terbentuk dari 

praktik hukum dan proses pendidikan(Andreeva et al. 2019). Seorang subjek pada tingkatan memiliki 

keterampilan dalam menerapkannya dan pengetahuan khusus dan terperinci mengenai undang-undang 

yang berlaku saat ini. Dalam kondisi dunia yang modern seperti saat ini kesadaran hukum professional 

harus mendapatkan banyak perhatian khusus dalam pembentukkannya.(Lukmanova et al. 2019) 

Dan tingkatan yang terakhir yaitu kesadaran hukum ilmiah, teoritis (Sutrisno, Sutarih, and 

Ruhyana 2020). Falsafah hukum, landasan konseptual pengaturan hukum dalam hubungan sosial, dan 

dalam pembuatan undang-undang merupakan ciri khas dari peneliti yang bekerja dalam tingkatan ketiga 

dari kesadaran hukum ini. Dan para peneliti kemanusiaan juga termasuk kelompok masyarakat yang 

bekerja di sini (Tehupeiory and Naibaho 2020). 

Kesadaran hukum dapat dikategorikan kembali berdasarkan dengan subjeknya, yaitu menjadi 

individu dan kolektif(Bredneva and Khudoykina 2018). Kesadaran hukum kolektif dapat dilihat dari 

kesadaran hukum kelompok yang merupakan salah satu contohnya dan tidak dapat disamakan dengan 

kesadaran hukum massal yang merupakan kesadaran hukum yang bersifat sementara dan dari 

perkumpulan orang yang tidak stabil. (Kozhukhova and Zhiyenbayev, 2018). Unsur-Unsur Kesadaran 

Hukum. Unsur yang pertama yaitu informasi. Yaitu pengetahuan yang telah dipelajari dalam pikiran 

mengenai informasi tertentu tentang hukum. Informasi tersebut dapat merupakan data yang lengkap dan 

menyeluruh. Informasi merupakan bagian struktural yang wajib ada pada kesadaran hukum, 

dikarenakan tidak mungkin ada hukum tanpa adanya informasi yang memadai dari hukum tersebut (Ma 

2018).  

Unsur yang kedua yaitu evaluatif. Kemudian setelah menerima informasi mengenai tindakan 

normatif, individu harus menilai, menimbang, dan menghubungkannya dengan nilai-nilainya sendiri. 

Dalam strukturnya unsur aksiologis atau nilai mengisi posisi atau tempat yang penting.(Sohal Rahi et 

al. 2020). Setelah dua unsur pertama dan kedua, terbentuklah unsur ketiga, yaitu kehendak. Setelah 

seseorang mempelajari serta mengetahui hukum, maka seseorang tersebut sendiri akan memilih apa 

yang akan dilakukan didalam lingkungan yang ditentukan oleh hukum(Tjeppy 2021). Fokus kehendak 

kesadaran hukum terkadang disebut legal setting, yaitu suatu arahan dari pikiran serta kemauan dari 

dalam diri seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum di dalam lingkup lingkungan regulasi 

hukum.(Rahi, Bhatia, and Sharma 2020).  

Perilaku Kesadaran Hukum Yang Rendah. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang 

melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang seharusnya aturan-aturan tersebut 

dipatuhi oleh masyarakat karena tujuan dari dibuatnya aturan-aturan tersebut adalah untuk kenyamanan 

masyarakat sendiri, namun masih saja banyak masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut 

dengan disertai berbagai alasan-alasan yang sudah sering didengar oleh aparat keamanan selaku 

penegak hukum agar tidak terkena hukuman karena telah melanggar aturan-aturan tersebut. 

Pengetahuan Hukum Mengenai Bahaya Tidak Memakai Helm. Seperti yang kita tahu bahwa 

jalan raya merupakan salah satu lokasi dimana banyak terjadi pelanggaran hukum oleh masyarakat 

Indonesia. Entah itu pria, wanita, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur dapat kita temui di jalan 

raya dengan tenangnya mereka mengendarai kendaraan bermotor meskipun mereka belum memmiliki 

SIM dan tidak memakai helm sebagai alat pelindung kepala. 

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan yang telah dimiliki seseorang terkait segala aktivitas 

atau perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 
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peneliti dengan narasumber yaitu kepada warga di sekitar Jalan Bromo RT. 22 mengenai pengetahuan 

mengenai penting helm ketika berkendara telah diperoleh melalui penyuluhan-penyuluhan yang 

dilakukan oleh aparat dari Kepolisian Palaran dan ketika mereka membuat SIM di Kantor Polisi 

Samarinda. 

Selain itu, para warga juga mendapatkan banyak informasi mengenai pentingnya helm bagi 

pengendara dari berita-berita yang mereka dapat melalui tayangan televise dan informasi-informasi dari 

internet yang mereka lihat.  

“Saya selalu menggunakan helm ketika berkendara di jalan raya. Selain untuk menaati 

peraturan yang telah berlaku memakai helm juga dapat memberikan jaminan keselamatan kepada 

pengendara jika terjadi sesuatu selama dalam berkendara” 

Berdasarkan keterangan salah satu warga, dikatakan bahwa beliau sangat mengetahui bahwa 

selain untuk menaati peraturan yang berlaku memakai helm juga memberikan beliau jaminan 

keselamatan dalam berkendara di jalan raya. Hal yang sangat tidak terduga dapat saja terjadi ketika kita 

berada di jalan raya oleh karena itu helm memiliki peranan yang penting bagi pengendara dikarenakan 

keluarga di rumah menunggu orang yang mereka sayangi pulang dengan selamat. Karena itu helm 

memiliki peranan yang sangat penting. 

Perilaku Hukum Pengendara Terhadap Pentingnya Helm. Indikator dari tindakan masyarakat 

ini harus berasal dari seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dikarenakan perbuatan 

seseorang dalam lingkungan di mana dia berada seseorang tersebut selalu menaati peraturan lingkungan 

tersebut. Sehingga perilaku seseorang tersebut dapat dijadikan contoh oleh para masyarakat lainnya 

mengenai pentingnya memakai helm ketika berkendara. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, mayoritas masyarakat di lingkungan Jalan Bromo RT. 

22 mematuhi peraturan memakai helm ketika berkendara di jalan raya. Dikarenakan pelanggaran yang 

paling sering mereka lakukan ketika di jalan raya adalah tidak menyalakan lampu berbelok ketika 

hendak berbelok dan tidak mematikan lampu tersebut ketika selesai berbelok. 

Meskipun begitu, menurut narasumber masih ada oknum-oknum masyarakat yang tidak 

memakai helm ketika berkendara. Pelanggar yang melakukan hal tersebut tidak banyak 2 atau 3 remaja 

yang kurang memiliki pengetahuan mengenai pentingnya helm bagi pengendara. Dan menurut mereka 

memakai helm merupakan hal yang merepotkan. Setelah diwawancarai mereka berkata : 

”Memakai helm itu merepotkan. Dan jika kita tidak bertemu dengan polisi pada saat berkendara 

di jalan raya maka aman-aman saja jika tidak memakai helm. Saya juga tau beberapa lokasi dimana 

polisi sering melakukan razia dan rute aman agar tidak berjumpa polisi tersebut”. 

Hal yang dapat disimpulkan dari keterangan di atas bahwa bagi sebagian remaja menggangap 

bahwa memakai helm merupakan suatu hal yang merepotkan bagi mereka dan selama mereka 

mengetahui rute aman dan tidak bertemu polisi yang sedang melaksanakan razia maka mereka tidak 

memerlukan helm. 

Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum. Sebagai hasil dari penelitian ini dengan beberapa 

warga di lingkungan Jalan Bromo RT. 22 dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum 

masyarakat mengenai pentingnya helm pada saat berkendara di jalan raya, maka upaya untuk 

meningkatkan kesadaran hukum dilakukan dengan maksimal. Dalam hal ini, ada dua upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya helm bagi pengendara. 

Yang pertama, adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat 

dilakukan dengan koordinasi dari ketua RT dengan anggota dari kepolisian sekitar agar memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai penting peranan helm bagi pengendara. Dengan hal tersebut 

maka masyarakat akan menjadi sadar akan pentingnya helm. 

Yang kedua, adalah dengan tindakan represif berupa penegakan hukum yaitu tindakan yang 

terjadi setelah pelanggaran dilakukan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada 

masyarakat yang melanggar peraturan sehingga masyarakat akan tersadar dan tidak mengulangi 



   

 

 

247 
 

 

De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3 (7) 2023  Hal 241 - 248 

Dapatkah Masyarakat  Bromo Mengimplementasikan Aturan Hukum di Kota Samarinda? 

Fahrizal Muhammad Rifani 1 
 

 

 

https://journal.actual-insight.com/index.php/decive DOI : 

perbuatannya kembali. Seperti biasa yang dilakukan aparat kepolisian pada saat melaksanakan razia di 

jalan raya bagi yang melanggar akan dikenakan denda oleh anggota polisi tersebut. 

Upaya Pencegahan merupakan sebuah upaya yang dilakukan kepada masyarakat dengan cara 

memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan dalam 

memakai helm saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Upaya Preventif. Upaya ini dilakukan sebagai 

tindakan pencegahan sebelum suatu pelanggaran itu terjadi di jalan raya dan terutama untuk 

menghindari dampak yang diberikan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pemeriksaan di sekitar jalan-jalan di lingkungan Jalan Bromo RT. 22 seperti razia. Hal ini 

dilakukan dengan maksud agar warga sekitar selalu mengingat peraturan. Upaya Represif. Upaya yang 

dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan denda atau 

sanksi kepada pelanggar supaya memberikan efek jera sehingga pelanggar tidak melakukan perbuatan 

yang sama lagi. 

Simpulan 

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kesadaran atau pandangan seorang individu atau 

kelompok individu terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku di sekitar lingkungan subjek 

tersebut. Kesadaran hukum sangat dibutuhkan oleh suatu masyarakat di negara karena untuk 

membangun kehidupan yang tertib, tentram, dan sejahtera. Kesadaran hukum dapat dipelajari dimana 

saja, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Namun 

seorang individu paling banyak menerima pengetahuan mengenai kesadaran hukum di lingkungan 

sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil bahwa mayoritas masyarakat 

lingkungan Jalan Bromo selalu mengenakan helm pada saat mengendarai kendaraan untuk menaati 

peraturan dan menjaga keselematan diri. Namun masih ada beberapa oknum yang suka melanggar 

aturan tersebut terutama dikalangan remaja-remaja yang beranggapan memakai helm merupakan suatu 

hal yang merepotkan dan mereka juga mengetahui jalan pintas dimana tidak ada polisi yang melakukan 

razia di daerah tersebut. Banyak upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran hukum di masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan masyarakat, upaya terakhir jika masih tetap ada yang melanggar dengan cara 

menjatuhkan sanksi berupa denda agar masyarakat menjadi jera dan takut untuk melanggar peraturan 

memakai helm lagi. 
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